PERATURAN BUPATI OGAN ILIR _
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI OGAN ILIR

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6

Menimbang

Mengingat

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang
Menangani Urusan Administrasi Kependudukan
di Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu
ditindaklanjuti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
di maksud dalam huruf a, dalam Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Ilir. Perlu diatgr dan
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Ogan Ilir.

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
dan Kabupaten Ogan lir di Provinsi Sumatera
Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia




Iy
1

6.

O

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 24 Tuhun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 262,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);

Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada
Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi
Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun
2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN  PENCATATAN  SIPIL
KABUPATEN OGAN ILIR

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Ogan Hir.



ay

b

(1)

(2)

(1)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan
Ilir.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan [lir.

BABII
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Ogan llir L merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten di bidang Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Ogan llir dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

BAR Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Besaran susunan organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Subbagian Perencaan;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk,
membawahi :
1. Seksi Identitas Penduduk;
2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
3. Seksi Pendataan Penduduk.
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
1. Seksi Kelahiran;
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
3. Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan
dan Kematian
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi,
Kependudukan, membawahi :
1. Seksi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan,;



(2)

2. Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Data
Kependudukan; dan
3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia
Teknologi, Informasi, dan Komunikasi.
f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan,
membawahi :
1. Seksi Kerjasama;
2. Seksi Pemanfaatan Daia dan Dokumen
Kependudukan; dan
3. Seksi Inovasi Pelayanan.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir adalah
sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan
bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Dinas Xependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ogan llir mempunyai fungsi :

a.
b.
C.

penyusunan program dan anggaran;

pengelolaan keuangan;

pengelolaan periengkapan, urusan tata usaha, rumah
tangga dan barang milik negara;

pengelolaan Urusan ASN;

penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, kerja sama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan



data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan;

pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

i. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan;

pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;

k. pelaksanaan pemanfaatan data  dan dokumen

. P-i qq

Gty
.

kependudukan;

1. pelaksanaan inovasi pelayanan adminitrasi
kependudukan;

m. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi
kependudukan; '

n. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas

kependudukan dan pencatatan sipil; dan
0. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsiya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6
Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ogan Ilir mempunyai tugas memberikan
pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencaan,
keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga
dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan koordinasi program dan anggaran;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

¢. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah
tangga dan barang milik negara;

d. pengelolaan urusan ASN; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8
(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan
program dan anggaran;




(2)

(3)

Subbagian keuangan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan
pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi,
verifikasi dan pembukuan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
Melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha,
kearsipan, urusan  adnimistrasi ASN, urusan
perlengkapan rumah tangga, dan penataan barang milik
negara, melaksanakan urusan peraturan perundang-
undangan, hukum dan tatalaksana.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 9

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran
penduduk.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pas

al 9, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai

fungsi :

a.

b.
c.

@

(1)

penyusunan  perencanaan  pelayanan  pendaftaran
penduduk;

perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan pendaftaranpenduduk;

pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
pelaksanaan  pendokumentasian  hasil  pelayanan
pendaftaran penduduk;

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran
penduduk; dan

. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11
Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran
penduduk.



(2) Seksi Pindah Datang mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk.

(3) Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelaksanaan pendataan penduduk.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Pasal 12
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai

fungsi : ‘

a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;

b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan pencatatan sipil; ”

d. pelaksanaan pelayana pencatatan sipil;

pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan
pencatatan sipil,;

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;
dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

@

Pasal 14

(1) Seksi Kelahiran mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran.

(2) Seksi Perkawinan mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan
perceraian.




(3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan
Kematian mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak,
pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status
kewarganegaraan dan pencatatan kematian.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 15
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
mempunyai tugas melaksanakan penylapan perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi
administrasi kependudukan yang meliputi sistem
informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan serta tata kelola dan
sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi;

b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi
administrasi kependudukan yang meliputi sistem
informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan serta tata kelola dan
sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi;

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang
meliputi sistem informasi administrasi kependudukan,
pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata
kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi;

d. pelaksanaan pengolahan informasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem  informasi
administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian
data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya
manusia teknologi informasi dan komunikasi;




e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan
informasi adminstrasi kependudukan.

Pasal 17

(1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelaksanaan sistem informasi administrasi
kependudukan.

(2) Seksi Pengolahan dan penyajian data kependudukan
mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelaksanaan pengolahan dan penyajian data
kependudukan.

(3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manuasia Teknolagi
Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan
komunikasi serta sumber daya manusia teknologi
informasi dan komunikasi.

Bagian Keenam
Bidang Pemanfataan Data dan Inovasi Pelayanan
Pasal 18
Bidang Pemanfataan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan, kerjasama administrasi
kependudkan dan  inovasi pelayanan  administrasi
kependudukan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

b. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;




®

(1)

(2)

(2)

pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja
sama serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

pelaksanaan  pemanfaatan data dan  dokumen
kependudukan;

pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data
dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan; dan

. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20
Seksi Kerjasama mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan.
Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelaksanaan  pemanfaatan data dan  dokumen
kependudukan.
Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta

pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi
kependudukan.
BABYV
TATA KERJA
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pimpinan satuan
unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan Dinas maupun antara perangkat daerah serta
instansi lainnya.

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta




memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan
tugas.

(3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing
secara berjenjang.

(4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan
tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
bawahannya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

(1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri
atas usulan Bupati melalui Gubernur.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala
Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam
Negeri atas usulan Bupati melalui Gubernur.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2} sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon ILb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan
jabatan eselon Ill.a dan Kepala Bidang jabatan eselon III.b
atau jabatan administrator, Kepala Subbagian dan Kepala
Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan
pengawas.

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 22 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan
Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 22} dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 5 Desember 2016

Pit. BU OGAN ILI f/

; S PANJI ALAM

i Diundangkan di Indralaya
Pada tanggal, 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR 55
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